
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHEM BAMT
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TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SATUAN KERJA
PERANGI(AT DAERAH {SKPD) PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang

Mengingat : 1.

BUPATI HALMAHERA BARAT

'. a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Terpadu satu pintu (prsp)
dibidang Penanaman Modal Dalam Daerah Kab. Halmahera' Barat,
maka proses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang dikelola
oleh Satuan Kerja BPMPTSP Kab. Halmahera Barat secara fingsional
peily ditetapkan Pejabat penghubung sebagai pemberi infJrmasi,
fasilitasi dan pertimbangan instansi teknis guni kelancaran penerbitan
perizinan dan non perizinan yang dimohon oieh penanam Modal.b" Nama-nama Pejabat sebagai penghubung yang diangkat sebagai rim
Teknis Perizinan dan Non perizinan pada Badan penanaman Modaldan
Pelayanan Terpadu satu pintu (BpMprsp) Kabupaten Halmahera
Bgrat dianggap memiliki kemampuan, kecakapan dan dedikasi yang
telah direkomendasikan oleh masing-masing Satuan Kerja perangk;t
Daerah dibidang penanaman Modal dilam daerah Kabupiten
Halmahera Barat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Pengangkatan Tenaga Teknis perizinan dan Non perizinan satuai
Kerja Perangkat Daerah (sKpD) pada Badan penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

3.

Undang-undang Nomor 60 Tahun lgb8 tentang penetapan undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukkan Daera6-
daerah swatantra ringkat Il dalam wilayah Daerah swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;
undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-
undang Nomor 46 Tahun lggg tentang pembentukan propinsi Malukl
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembeniukkan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
undang*undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal;
Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

4.
5.
6.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
Keuangan Daerah;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

2005 tentang Pengelolaan

2005 tentang Pedoman

9. Peraturan Pemerintah Nomor zg rahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyerenggaraan pemerintahin Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zoor tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintanan DaJrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
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